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ABSTRAK 
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan pidana materiil dan 
pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang 
dilakukan secara berlanjut. Bahan rujukan dalam penelitian ini adalah Perkara 
No.794/Pid.B/2012/PN.Mks. 
 Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Makassar dengan memilih instansi yang terkait 
dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Makassar. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan 
hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 
81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ke-1 KUHP. Hal ini 
sudah sesuai sebab korbannya adalah anak dan terdakwa melakukan perbuatannya secara 
berlanjut yakni sebanyak dua kali. Akan tetapi, dalam dakwaan  terdapat kekeliruan. Dimana 
unsur yang tertera bukan uraian dari unsur Pasal 81 ayat (2) melainkan uraian dari unsur Pasal 82 
Undang-undang Perlindungan Anak. 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari 
yang dituntut Jaksa sebab hakim memiliki pertimbangan yang lain. Selain itu hakim juga kurang 
teliti dan cermat dalam melihat kekeliruan yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan sehingga 
tetap menjatuhkan putusan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia 
kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan 
kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau 
seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. 
Merajalelanya kejahatan ini terutama perkosaan semakin mencemaskan masyarakat, 
khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak 
berdiri sendiri.
1) 
Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah 
satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaiman 
diketahui, tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu 
kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisik 
belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa.
 
Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus 
dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang 
dapat membahayakan keselamatan anak. 
 
Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-
undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak selain itu juga terdapat dalam Undang-
Undang Kesejahtraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa 
ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. 
Hampir setiap hari media massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa tentang 
tindak pidana pemerkosaan maupun persetubuhan baik dengan korban perempuan dewasa 
maupun dengan korban anak.
 
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi 
yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar 
ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut 
diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi 
perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan 
tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan dua pokok 
permasalahan sebagai berikut : 
                                                             
1 Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta, hlm. 75. 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak secara berlanjut dalam putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No.794/Pid.B/2012/Pn.Mks 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak 
pidana persetubuhan kepada seorang anak secara berlanjut dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No.794/Pid.B/2012/Pn.Mks 
 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan delictum atau delicta yaitu 
delik, dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah delict. Istilah yang 
umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia sendiri adalah “ Tindak Pidana”, 
suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat 
atau bertindak, yang disebut pengabaikan (Belanda: nalaten; Inggris: negligence) 
perbuatan yang diharuskan.  
Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah starfbaar feit, yang jika 
diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit 
maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.
2)
  
Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan 
Van Hamel merumuskan sebagai berikut: starfbaar feit adalah kelakuan orang 
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang 
patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
3) 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Moeljatno (1983:11) menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen 
perbuatan pidana/ Tindak Pidana yaitu: 
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
                                                             
2
 Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48 
3 Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, hlm.56 
d. Unsur melawan hukum yang obyektif 
e. Unsur melawan hukum yang subyektif 
 
B. Pengertian Persetubuhan 
Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai Arrest Hoge 
Raad sebagaimana dikutip  (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 339) disebutkan : 
Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada 
umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu 
mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam 
peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam 
kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan 
perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. 
Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut 
teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan 
sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.   
 
C. Pengertian Anak 
Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan 
yang terkait dengan hal tersebut, yaitu: 
a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana: 
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 
(enam belas) tahun. 
b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: 
Pasal 330 KUHPerdata merumuskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 
c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
terdapat dalam Pasal I ayat (1): 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
 
D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
 
1. Persetubuhan anak menurut KUHP 
Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah  
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas 
tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.  
 
2. Persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan 
salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya. 
Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak 
pidana persetubuhan terhadap seoarang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 
dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:  
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.  
Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis derogat lex 
generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan 
umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum 
dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. 
Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka 
dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi 
pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-
undang perlindungan anak terlah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana 
materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. 
Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “lex 
spesialis derogate lex generalis” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan 
hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, 
penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 
287 KUHPidana. 
 
E. Perbuatan Berlanjut 
Merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama 
beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian 
erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun 
masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang 
dilanjutkan. 
Menurut Memorie Van Toelighting (M.V.T.) mengenai hal ini menentukan syarat-
syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu: 
1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang 
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis 
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus 
dalam tenggang waktu yang lama 
 
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Ketentuan mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut, 
“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan-kesalahan terdakwa. 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam 
persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian 
secara limitative menetapkan pendiriannya. 
 
 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan di Makassar dalam hal ini Kejaksaan 
Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, adapun alasan Penulis melakukan penelitian 
di Makassar adalah karena terjadi di kota Makassar dan diproses di Pengadilan Negeri Makassar. 
Tindak Pidana Persetubuhan kepada seorang anak yang dilakukan secara berlanjut (Studi Kasus 
Putusan No.794/Pid.B/2012/Pn.Mks). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 
Jenis dan sumber data yang diperoleh digolongkan ke dalam dua bentuk data, sebagai 
berikut: 
1. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara 
kepada narasumber. 
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-
dokumen dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka 
penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan 
hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal 
yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara: yaitu pertama melakukan observasi, 
yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. 
Kedua, dengan cara wawancara (interview) langsung kepada PJU dan hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis Data 
 
Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya 
yang berkaitan dengan penulisan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil Penuntut Umum Dalam Tindak 
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Putusan No. 
794/Pid.B/2012/PN.Mks) 
 
Kejahatan terhadap kesusilaan selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan terutama pada 
aparat penegak hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap 
persidangan khususnya karena kesulitan pembuktian. Terlebih lagi jika korbannya adalah 
anak yang belum mengerti tentang kesusilaan. 
 
Analisa Penulis 
 
Menurut kasus yang Penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang Persetubuhan 
yang dilakukan terhadap anak secara berlanjut. Dimana terdakwanya adalah Abd.Kadir 
Dg.Nassa yang berumur 52 tahun telah terbukti dan bersalah melakukan persetubuan 
terhadap korban anak yang bernama Hikma Ainn alias Cece yang masih berusia 11 tahun.  
Pada kasus ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif 
yakni jenis dakwaan yang ciri utamanya terdapat kata hubung “atau” antara dakwaan satu 
dengan dakwaan lainnya. Konkretnya dalam dakwaan alternatif ini kualifikasi tindak 
pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Seperti dalam 
kasus ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Pasal 290 ke-2  KUHP 
yakni melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut 
disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau orang itu belum 
pantas untuk dikawin.  
Menurut Penulis, kedua Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap 
terdakwa ini tidaklah pas atau kurang cocok untuk disandingkan. Sebab Pasal satu terkait 
dengan undang-undang yang lebih khusus sedangkan Pasal yang lainnya bersifat umum. 
Hal ini erat kaitannya dengan asas lex specialis derogat lex generalis. Artinya bahwa jika 
ada undang-undang yang lebih khusus maka undang-undang tersebut yang didahulukan 
daripada undang-undang umum. Maka sebaiknya Pasal yang didakwakan undang-undang 
yang lebih khusus saja dalam hal ini undang-undang perlindungan anak. Hal ini untuk 
menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, sebab undang-undang yang lebih khusus 
biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan undang-undang yang umum, 
dalam hal ini KUHP.  
Saat Penulis meminta keterangan terkait hal ini, Herlina selaku Penuntut Umum 
saat diwawancarai (9 Januari 2013) mengatakan, “bahwa tidak apa-apa dan tidak masalah 
jika ada dakwaan yang memakai undang-undang yang lebih khusus disandingkan dengan 
KUHP”. Entah dengan pertimbangan apa tetapi Penulis tetap memilih jika ada kasus 
yang telah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus maka sebaiknya undang-
undang khusus sajalah yang digunakan. Kemudian antara Pasal 81 ayat 2 UU 
Perlindungan anak tentang persetubuhan dengan Pasal 290 ke-2 KUHP tentang 
pencabulan, menurut Penulis tidak terlalu relevan karena menurut dari kasus yang Penulis 
teliti, terdakwa secara nyata melakukan persetubuhan bukan pencabulan. Perbedaan 
antara Persetubuhan dan Pencabulan itu sendiri yakni Persetubuhan menurut R. Soesilo 
adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya 
dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke 
dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan 
pengertian Pencabulan, pembuat undang-undang tidak memberikan keterangan yang jelas 
tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada 
hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus dianggap sebagai cabul 
atau tidak ( J.M van Bemmelen dalam buku Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap 
Kesusilaan 2008 : 64) 
Saat Penulis menanyakan hal ini kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
Pudjo Hunggul mengatakan bahwa, “ perbuatan cabul itu merupakan perbuatan asusila 
tetapi tidak sampai pada tahap persetubuhan. Misalnya : Meremas atau memegang-
megang payudara wanita atau seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang 
wanita dan menyentuhkannya pada alat kelaminnya, korbannya pun tidak hanya diidentik 
dengan anak  perempuan saja akan tetapi anak laki-laki dan perempuan dewasa pun dapat 
menjadi korban. Jadi walaupun inti dakwaannya sama-sama perbuatan yang dilakukan 
terhadap anak dan juga dalam kasusnya memang tersirat unsur pencabulan yang 
dilakukan terdakwa yakni „saat dari arah belakang badan korban terdakwa langsung 
memeluk dan meremas kedua payudara korban‟, akan tetapi lebih baik jika dakwaannya 
memakai dakwaan yang sama yakni mengenai persetubuhan saja karena ancaman pidana 
persetubuhan lebih berat dibandingkan dengan pencabulan. 
Kemudian terkait dengan dakwaan alternatif yang Penuntut umum dakwakan 
terhadap terdakwa, menurut Penulis alangkah baiknya jika Penuntut umum memakai 
dakwaan tunggal saja karena apabila memang Penuntut umum telah yakin bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya 
terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Karena menurut J.M.Van 
Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat karena :
4)
     
1) Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum 
pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan. 
2) Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas 
perbuatan yang menurut pertimbangan telah ternyata terbukti. 
                                                             
4 Lilik Mulyadi, op.cit.,hlm114 
Dalam praktik, sebenarnya penerapan dakwaan alternatif mengandung nuansa-nuansa 
yuridis, baik bersifat positif maupun negatif. Nuansa yuridis yang bersifat positif tampaknya 
terdakwa sulit untuk lolos dari jerat dakwaan, pembuktiannya lebih sederhana karena dapat 
langsung dibuktikan terhadap dakwaan mana yang dipandang terbukti baik oleh Penuntut 
umum maupun oleh hakim. Sebaliknya, nuansa yuridis yang bersifat negatif timbul kesan 
seolah-olah pada dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut umum ragu-ragu terhadap tindak pidana 
yang didakwakannya. Selain itu, juga tersirat adanya ketidakmampuan Jaksa Penuntut umum 
untuk menguasai dengan pasti materi perkara yang dijadikan dasar dakwaan sehingga akan 
berhubungan erat terhadap sikap terdakwa untuk melakukan pembelaan. 
Selain itu dalam dakwaan, Penuntut Umum juga memakai Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP 
yakni tentang gabungan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, beberapa perbuatan 
perhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.  Penulis sendiri 
awalnya tidak terlalu paham  akan dakwaan yang di Juncto kan. Maksud dari arti kata Jo 
(Juncto) sendiri merupakan berhubungan dengan
5)
. Artinya Pasal 81 ayat (2) UU No.23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berhubungan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP 
mengenai perbuatan berlanjut. Sebab kasus yang Penulis teliti adalah suatu tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut. Memang dari posisi kasusnya terdakwa 
melakukan persetubuhan kepada korban lebih dari satu kali sehingga dapat dipandang 
sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi Penulis banyak membaca mengenai kasus serupa 
yang juga dilakukan lebih dari satu kali akan tetapi hanya sedikit yang Penulis temukan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengaitkannya dengan Pasal 64 ayat (1) walaupun 
Pasal ini bersifat umum. Dan saat Penulis mewawancarai Penuntut Umum yang menangani 
kasus ini yaitu Jaksa Herlina atas pertimbangannya dalam hal ini, beliau mengatakan bahwa 
“Pasal 64 ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam dakwaan dan tuntutan untuk 
menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi terdakwa dan juga pertimbangan bagi hakim 
untuk menjerat pelaku atas perbuatannya yang dilakukan sebanyak dua kali”. Oleh karena itu 
dalam hal ini Penulis pun sepakat terhadap Penuntut Umum yakni jika ada pasal yang dinilai 
mampu menjerat terdakwa lebih berat maka sebaiknya hubungkan saja apalagi terkait dengan 
kasus-kasus mengenai kejahatan seksual yang dimana korban dari kejahatan ini selamanya 
akan  berbekas bagi korban sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan 
ini harus berat. 
Tidak hanya itu dalam surat dakwaan maupun tuntutan, Penulis menemukan adanya 
kesalahan yang mengakibatkan kekaburan dimana Pasal yang dijatuhkan merupakan Pasal 81 
ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak akan tetapi unsur yang tertera 
pada Pasal tersebut bukan konteks unsur dari Pasal 81 ayat (2) tersebut, melainkan unsur dari 
Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Seperti yang Penulis kutip dari 
dakwaan sebagai berikut : “bahwa oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif, maka 
kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yakni dakwaan 
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pertama Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 
ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang 
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
3. Perbuatan dilakukan secara berlanjut,berturut-turut”. 
Melihat dari poin 2 tersebut, setelah Penulis teliti ternyata unsur tersebut bukan unsur 
dari Pasal 81 ayat (2) melainkan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Adapun unsur yang sebenarnya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Tentang 
Perlindungan Anak tersebut dirumuskan sebagai berikut: “setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana sesuai dengan ketentuan yang 
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)”.  
Melihat kejadian ini menurut Penulis, dakwaannya terjadi kekeliruan dalam 
menyebutkan unsur tindak pidananya. Oleh karena itu dalam konteks ini telah terjadi 
kekeliruan dalam menyebutkan unsur tindak pidana dimana uraiannya ternyata tidak 
menyebutkan „yang amat vital‟ yaitu tindak pidana persetubuhan melainkan yang disebutkan 
adalah pencabulan maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2436 K/Pid/1998 
tanggal 30 Mei 1990, berpendirian bahwa surat dakwaan demikian tidak cermat, jelas dan 
lengkap dan melanggar Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga menjadi batal demi hukum (van 
rechtswege nietig). Oleh karenanya, dapat dilakukan Peninjauan Kembali yang telah diatur 
dan dijelaskan pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP.  
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut Pada 
Putusan Nomor 794/Pid.B/2012/PN.Mks 
 
Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang 
diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak 
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang. 
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga 
dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek 
pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal 
yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh 
besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari 
suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan 
tindak pidana yang didakwaakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada 
putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim 
dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 
 
Analisa Penulis 
Menurut Penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus 
persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut ini tentunya memiliki banyak 
pertimbangan. Sehingga tuntutan Penuntut Umum  yang awalnya pidana penjara selama 12 
(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 
(enam) bulan kurungan, putusannya hanya menjadi 8 (delapan) tahun dan subsider 4 (empat) 
bulan kurungan. Menurut hakim yang menangani kasus ini Pudjo Hunggul saat diwawancarai 
Penulis, putusan ini menurut beliau sudah pas. Sebab ada banyak pertimbangan yang dapat 
meringankan terdakwa diantaranya hakim menilai bahwa saat persidangan terdakwa bersikap 
sangat sopan dan lugu, kemudian terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya serta 
dalam persidangan minim batas pembuktian yang diberikan Penuntut Umum bagi terdakwa. 
sehingga hal ini sudah tepat dan adil bagi si pelaku sebab hukuman bukan hanya sebagai 
pembalasan nestapa (memberi efek jera) semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan 
mencegah untuk terdakwa mengulangi perbuatannya. Dan juga menurut Penuntut Umum, 
putusan tidak boleh setengah dari tuntutan yang diberikan sehingga Penuntut Umum pun 
menerima keputusan hakim. Akan tetapi menurut Penulis sendiri demi keadilan bersama baik 
bagi korban maupun pelaku, suatu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan 
hendaklah adil baik adil bagi korban maupun pelaku, bukan adil menurut tuntutan jaksa 
maupun putusan hakim.  
Kemudian terkait masalah dakwaan yang unsurnya terdapat kekeliruan, hakim dalam 
hal ini juga ikut andil karena tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa sehingga putusan 
pun tetap berjalan dan inkra yang sebenarnya dapat batal demi hukum. 
 
 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor  794/Pid.B/2012/PN.Mks ini, 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, maka terdakwa terbukti 
bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, walaupun Penuntut umum dalam dakwaannya 
terdapat kekeliruan yakni menuliskan unsur dari Pasal 82 bukan unsur Pasal 81 ayat 
(2) sebagaimana mestinya,  tetapi tidak mempengaruhi putusan yang telah ditetapkan 
oleh hakim . 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku  dalam putusan 
nomor  794/Pid.B/ 2012/PN.Mks, hakim berdasar pada surat tuntutan Penuntut 
Umum tetapi tidak menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Sehingga 
tuntutan penuntut umum yakni pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, yang awalnya 
menuntut terdakwa dihukum penjara selama 12 (dua belas) tahun, tetapi hakim hanya 
menjatuhkan putusan  dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara lebih ringan 
dibandingkan dengan yang dituntut oleh penuntut umum. Penjatuhan hukuman 
tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan dari segi hukum 
maupun dari segi fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Pertimbangan-
pertimbangan  Hakim tersebut diantaranya : 
1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan 
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya 
3. Mengingat bahwa pemberian pidana ini tidak bertujuan untuk balas dendam, 
melainkan sebagai pelajaran bahwa apa yang dilakukan sangat bertentangan 
dengan hukum dan undang-undang. 
Selain itu dalam kasus ini, hakim pun juga kurang cermat dan teliti dalam melihat 
dakwaan sebab tetap menjatuhkan putusan walaupun terdapat kekeliruan penyebutan 
unsur dalam dakwaan. 
 
B. SARAN 
Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat memberikan saran sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Penuntut umum dalam 
merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya telah 
diatur dalam undang-undang yang lebih khusus atau undang-undang yang lain 
hendaknya menggunakan undang-undang yang lebih khusus saja. Ini berkaitan 
dengan asas lex specialis derogat lex generalis agar asas tersebut tidak diabaikan 
pada saat penerapan hukum oleh hakim sehingga besar kemungkinan terdakwa tidak 
akan lepas dari jeratan hukum. Selain itu, dalam membuat surat dakwaan ataupun 
surat tuntutan penuntut umum harus membuat dan menyusunnya secara teliti, jelas 
dan cermat agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat mempengaruhi vonis hakim. 
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan 
kesusilaan khususnya kasus perkosaan ataupun persetubuhan terlebih dengan korban 
anak, hakim harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya 
apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun pelaku itu 
sendiri sehingga semua pihak merasa adil dengan putusan yang ditetapkan. Kemudian 
hakim harus lebih teliti lagi dalam melihat dakwaan jaksa, jangan sampai terulang 
kembali masalah yang serupa dengan dakwaan yang terdapat dalam kasus putusan 
nomor: 794/Pid.B/2012/Pn.Mksr ini, dimana terdapat kesalahan dalam redaksi unsur 
yang dituliskan oleh Penuntut Umum. Dan dalam hal ini baik hakim, jaksa maupun 
penasehat hukum terdakwa sama-sama tidak cermat dan teliti, sehingga apabila 
terjadi kesalahan seperti ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan 
upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. 
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